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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.86/Menhut-11/2014
TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepostisme perlu upaya untuk mendorong terwujudnya
integritas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di
lingkungan Kementerian Kehutanan;

bahwa untuk terwujudnya integritas Pegawai Negeri
dan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu pengendalian terhadap gratifikasi;

bahwa Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum
mengatur secara rinci mengenai tata cara pengendalian
gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara sehingga perlu dilakukan
pengaturan lebih lanjut;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
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Mengingat

1.

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,
Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
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7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5S/P Tahun
2013;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014, tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
[1/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-I1I/2012 tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
[1/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

1.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi adalah meliputi:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
tentang Kepegawaian;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana;

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
daerah;
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d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e.orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,
atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kode Etik Kementerian Kehutanan, yang selanjutnya disebut Kode
Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap PNS
Kementerian Kehutanan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Kementerian
Kehutanan.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah
Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

S. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi
penerimaan atau permintaan secara langsung atau tidak langsung
dari setiap pihak yang memiliki hubungan kerja yang berupa/dalam
bentuk uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher,
travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi,
hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi
terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

6. Gratifikasi yang dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima
oleh PNS Kementerian Kehutanan yang berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima
Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan
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jabatan dan tidak berlawanan dengan kawajiban atau tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 B Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh
alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau angin besar.

Musibah adalah suatu kejadian atau peristiwa menyedihkan yang
menimpa seseorang, yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi fisik,
psikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti: kematian, sakit kronis
atau sakit akibat kecelakaan.

Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang Pegawai Negeri
atau Penyelenggara Negara memiliki atau diduga memiliki kepentingan
pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga
dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Berlaku Umum adalah adanya perlakuan yang sama dan tidak
menyangkut yang khusus/tertentu saja serta bersifat objektif.

Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan
jabatannya.

Pemberian dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap
yaitu pemberian kepada PNS atau penyelenggara negara dalam
hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan
kewajibannya.

Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang
memiliki hubungan kedinasan dengan Kementerian Kehutanan atau
sebagai rekanan Pelaksana Kementerian Kehutanan.

Rekanan Pelaksana Kementerian Kehutanan, yang selanjutnya disebut
rekanan, adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang
menjadi penyedia barang/jasa untuk kepentingan Kementerian
Kehutanan.

Jamuan makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum
bersama-sama antara PNS Kementerian Kehutanan dengan Pihak
Ketiga.

Jamuan olah raga adalah pelaksanaan kegiatan olah raga bersama-
sama antara PNS Kementerian Kehutanan dengan Pihak Ketiga.

Pelapor adalah PNS Kementerian Kehutanan maupun Pihak Ketiga
yang melakukan pelaporan gratifikasi yang terkait dengan
implementasi pengendalian gratifikasi.



